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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

‘KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang ca. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Nomor
180/0006934 tanggal 5 Mei 2023 perihal Penyampaian
Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan
Daerah Tahun 2023, bahwa Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017
Tentang  Pembentukan  Perseroan  Daerah  Bank
Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa
Tengah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah,
Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga agar dapat
~dimasukkan  untuk kemudian ditetapkan dalam
Perubahan Program Fembentukan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan Surat An. Gubernur Jawa Tengah
dari Sckretariat Daerah Nomor 180/0001264 tanggal 24
Januari 2023 perihal penyampaian usulan perubahan
program pembentukan perda Tahun 2023, dalam rangka
menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun
2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan
Berusaha  di Bidang  Pertambangan Mineral dan
Batubara;

c. Berdasarkan surat dari Ketua Komisi A DPRD Provinsi
Jawa Tengah Nomor 51 A/DPRD/2023 tanggal 30 Mei
2023 perihal Usulan raperda tentang Hari Jadi Provinsi
Jawa Tengah; :

d. bahwa sesuai kectentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah, Perubahan
Propemperda dapat diajukan oleh DPRD dan/atau
‘Gubernur dan dapat berbentuk Penambahan Rancangan
Perda, Penghapusan Rancangan Perda; dan/atau
Penggantian Rancangan Perda;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d,

periu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Kedua
t

 Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 Tentang
Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2023.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah - dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Um.ang—U’nEjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomer 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
" Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197)

Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 87 Tahun

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 2036);



~l

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2016  tentang Pembentukan  Peraturan  Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 82);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Nomor 13);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Perubahan Kedua Atas Program Pembentukan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran [ dan Lamplran [T Keputusan
mni.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam diktum: KESATU menjadi pedoman bagi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2023.

KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman pada
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT . Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan i dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semérano
Pada Tangoal 19 Juni 2023

KYAT DAERAH
EN GAH




LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR . 16 TAHUN 2023

TANGGAL : 19 JUNI 2023

PERUBAHAN KEDUA ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN

DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

A
T

PRIORITAS TAHUN 2023

PENDAHULTAN

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)
Prioritas Tahun 2023 merupakan salah satu kegiatan Perencanaan
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, vang disusun
secara lerencana, terpadu dan sistematis yvang memuat skala prioritas
Propemperda Tahun 2023 serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan

masvarakat Jawa Tengah.

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2023 menjadi jawaban atas
dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang
menuntut terbentuknya Produk Hukum Daerah yvang responsif terhadap
perkembangan perlindungan hukum dan pelayanan publik di Jawa

1

cngah dengan mengedepankan aspek kepastian, kegunaan, dan

T
keadilan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan.

Perubahan atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023
telah ditetapkan pada Tanggal 12 Januari 2023 dengan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Program
Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023,
vang memprogramkan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 18
Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) Rancangan
Peraturan Dacrah inisiatil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 4 (empat)
Lanjutan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, 4 (empat) Lanjutan Rancangan Peraturan Daerah

inisiatil Gubernur dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif

Gubernur dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka.
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Berdasarkan Surat dari Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0006934
tanggal 5 Mei 2023 perihal Penyampaian Usﬁlan Perubahan Program
Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, dalam rangka optimalisasi
atas skema penvelesaian PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten. Bahwa
Pemerintah Daerah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perseroan Daerah Bank Perkreditan
Rakvat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penvertaan Modal Pemerintah
Dacrah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara
dan Pihak Ketiga yang belum direncanakan dan masuk dalam
Propemperda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Dan berdasarkan Surat An. Gubernur Jawa. Tengah dari Sekretariat
Daerah  Nomor 180/0001264 tanggal 24 Januari 2023 perihal
penvampaian usulan perubahan program pembentukan perda Tahun
dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 55
Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di
Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Serta surat dari Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 51
A/DPRD/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Usulan rapérda tentang Hari
Jadi Provinsi Jawa Tengah.

Schubungan hal tersebut maka perlu merubah Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Program

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

3. ARAH DAN KEBIJAKAN PROPEMPERDA TAHUN 2023

Berdasarkan kondisi Jawa Tengah, dinamika perkembangan hukum,

serta dalam rangka percepatan pembangunan di Jawa Tengah, maka

arah kebijakan Propemperda Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah dalam
menjaga ketertiban, ketentraman serta penanganan konflik sosial di
masvarakat di Jawa Tengah, yang notabenenya sebagai dari daerah
yvang multi etnis. Atas dasar tersebut maka perlu Menyusun Peraturan
Dacrah tentang Pcnanganan Konflik Sosial yang merupakan turunan

dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang

Penanganan Konflik Sosial.

2. Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi
dalam pengembangan sektor pangan, salah satu upaya Jawa
Tengah sudah Memiliki BUMD yang bergerak di Bidang pangan,
untuk itu Dukungan Regulasi Terhadap Kewenangan Daerah
dalam Mengimplementasikan kedaulatan pangan di Provinsi Jawa
Tengah.

3. Provinsi Jawa Tengah-memiliki 9 BUMD dan bekerjasama dengan 2
BUMN, merupakan salah satu intrumen untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah, untuk itu tata Kelola BUMD harus
dilaksanakan secara baik dan terukur, untuk itu Jawa Tengah
Perlu Menvusun Perda Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah.

4. Air Minum merupakan kebutuhan pokok masyarakat, mengingat
Jawa Tengah, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami
kekeringan, untuk menjaga ketersediaan Air Minum maka perlu
disusun Peraturan Daerah tentang Sistem Air Minum Regional di
Provinsi Jawa Tengah.

5. Salah satu pilar berbangsa dan bernégara adalah kedaulatan
dalam kebudayaan, Jawa Tengah -sebagai salah satu daerah vang
memiliki budaya vang menjadi warisan dunia, sehingga dalam
melakukan perlindungan dan pengembangan budaya maka perlu
disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudavaan di

Provinsi Jawa Tengah.

&)

Salah satu tujuan dalam penyusunan Produk Hukum Daerah
adalah memberikan kepastian hukum. Dimana kepastian hukum
salah satunya diwujudkan dalam ketertiban penyusunan lahirnya
Undang-Undang 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan
Perundang-undangan, sehingga Perlu di susun Peraturan Daerah

tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.

.\

Salah satu pilar kebangsaan adalah pengamalan Pancasila sebagai
dasar negara dalam kehidupan: sehari-hari, untuk itu dalam
rangka membentengi'. generasi muda dari kelunturan nilai-nilai
kebangsaan, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
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Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang provinsi
Jawa Tengah, maka diperlukan pergantian Perda Nomor 7 Tahun
2004 tentang Hari Jadi Jawa Tengah.

Lahirnya Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Peémerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
mengamantkan bahwa paling lambat tanggal 5 Januari 2024
Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan.
Untuk itu maka perlu di susun Peraturan Daerah tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah di Jawa Tengah.

. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap tata ruang di

Wilayah Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan peruntukannvya,
maka Perlu penyusunan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043.

Dalam rangka pengembangan industri Di Jawa Tengah, diperlukan
perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan
lainnya, untuk itu maka perlu menyusun Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017-2037.

Dalam rangka Meningkatkan kinerja Perusahaan Perseroan Daerah
BPR-BKK Jawa Tengah, maka perlu dilakukan perubahan kedua
terhadap perda nomor 4 tahun 2017 tentang pembentukan
Perseroan Daerah BPR-BKK Jawa Tengah.

Mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah dengan memenuhi
modal dasar Badan Usaha Milik Daerah dan menguatkan modal
sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan Badan Usaha

Milik Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor

55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan
Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk
itu maka periu menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis

tertentu, dan Batuan di Provinsi Jawa Tengah.

. Perlunya pengendalian terhadap penyiaran dan pemberitaan serta

dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
penyiaran, maka diperlukan regulasi terkait Penyelenggaraan

Penyiaran.







